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ABSTRACT 

Communities who live around the forest in supporting their daily lives cannot be separated from 

interactions with the forest, including protected forests impact that triggers erosion, sedimentation, 

flooding and landslides. This study aims to identify the anthropogenic destruction in Protected Forest of 

Wosi Rendani (PFWR) and its impact on sediment and erosion.  This study uses a descriptive approach 

through  purposive sampling and  snowball sampling technique. The head of the KPHL, forest police 

dan retired employees of the Forestry Service were chosen for purposive sampling.    

Meanwhile,information related to anthropogenic activities that cause forest destruction   were used the 

snowball sampling technique, starting with the village head and proceeding to other resource persons.  

The results showed that anthropogenic activities in the HLWR area included forest encroachment, illegal 

logging, shifting cultivation by burning, soil extraction and C excavation, conversion to built-up areas. 

Anthropogenic activities have an impact on increasing sediment from high to very high and erosion in 

the very high category. The increase in sediment and erosion caused by shrinkage and destruction of 

HLWR is now remaining 26 percentage  which if not managed properly will trigger floods and flash 

floods. 
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INTISARI 

Masyarakat yang mendiami sekitar hutan dalam menunjang kehidupan tidak terlepas dari interaksi 

dengan hutan, tak terkecuali dengan hutan lindung yang memicu kejadian erosi, sedimentasi, banjir dan 

longsor.   Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perusakan antropogenik hutan lindung Wosi 

Rendani (HLWR) dan dampak yang ditimbulkan terhadap sedimen dan erosi.    Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriftif   melalui  pengambilan contoh dengan sengaja dan teknik bola salju.   

Kepala KPHL, polisi hutan dan pensiunan pegawai Dinas Kehutanan  dipilih  dalam pengambilan 

contoh dengan segaja.    Sedangkan informasi terkait aktivitas antropogenik yang menyebabkan 

kerusakan hutan menggunakan teknik bola salju, dimulai dari kepala desa dilanjutkan ke nara sumber 

lainnya.   Hasil penelitian menunjukkan aktifitas antropogenik di area HLWR meliputi perambahan 

hutan,  penebangan liar, perladangan berpindah dengan cara membakar, pengambilan tanah dan galian 

C, alih fungsi ke kawasan terbangun.   Aktivitas antropogenik  berdampak terhadap peningkatan 

sedimen dari tinggi menjadi sangat tinggi dan  erosi   berkategori sangat tinggi.  Peningkatan sedimen 

dan erosi disebabkan  oleh penyusutan dan perusakan HLWR sekarang tersisa 26 persen  yang jika tidak 

segera dikelola dengan baik akan menjadi pemicu  penyebab banjir maupun banjir bandang.  

Kata kunci. antropogenik, perusakan, erosi, sedimentasi dan HLWR  

 

Pendahuluan 
 
Hutan di Indonesia telah menjadi sorotan  dan kepedulian Internasional, mengingat fungsi hutan sebagai paru-

paru dunia yang terus mengalami deforestasi dan degradasi yang memicu terjadi perubahan iklim.   Menurut KLHK 

(2015) hutan lindung di Indonesia seluas 29,7 juta ha dari total luas hutan 128 juta ha,  menempati urutan ke-9 

sebagai hutan terluas di dunia.  Deforestasi hutan di Papua sepanjang dua dekade terakhir, menyusut 663.443 ha 

terjadi pada tahun 2001-2010 (29 %), tahun 2011-2019 (71%) dengan deforestasi 34.918 ha per tahun (Koalisi Indonesia 

Memantau, 2021).  Ketidakpedulian dan ketidaksadaran  manusia  terhadap fungsi hutan di willayah nusantara, 

menyebabkan kehilangan hutan terus terjadi sampai sekarang.  Degradasi dan deforestasi hutan di wilayah 

nusantara menjadi perhatian  masyarakat global bahkan Internasional karena  berdampak  serius dan  menyedihkan 

(Fisher 2012).  

Peningkatan laju degradasi  hutan dan lahan sebagai dampak dari lapangan pekerjaan yang sulit, tuntutan 

ekonomi, gaya hidup dan keperluan hidup manusia harus  membuka hutan  dan lahan tanpa memperdulikan 

statusnya.  Manusia  menggunakan berbagai upaya memanfaatkan lahan terjal sampai sangat terjal seperti hutan 

lindung untuk pertanian berakibat terjadi  kerusakan seperti tanah longsor.  Menurut Awang (2006)  masyarakat 

sekitar hutan dalam kesehariannya banyak berinteraksi dengan sumber daya hutan untuk keperluan hidupnya.  

Perubahan aktifitas kehidupan masyarakat dalam membuka hutan untuk lahan pertanian di daerah hulu DAS 

berdampak  pencemaran air dan sedimentasi yang terjadi di hilir DAS (Wahyudien et al. 2018).   Perubahan pola 

penggunaan lahan berdampak pada penurunan kapasitas resapan, dan peningkatkan laju limpasan permukaan 

(Permatasari et al.2017). Peningkatan laju erosi dan sedimentasi sebagai dampak alih fungsi dan perusakan lahan 

pada Sub DAS Rawapening (Apriliyana 2015).      

Upaya pemenuhan  kebutuhan sehari-hari menjadi awal permasalahan antara masyarakat dengan hutan 

lindung, yang terkadang timbul perusakan.  Sebagaimana menurut Mahmud et al. (2020) pemanfaatan kayu bakar 

dengan penebangan liar, penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari  dengan shifting cultivation dan bahan bangunan 

menimbulkan degradasi  di hutan lindung Maruni.    Menurut Dako et al. (2019) perusakan oleh aktifitas manusia di 

hutan  lindung Mutis Timau meliputi:  perladangan berpindah, perambahan hutan, penebangan liar, 

penggembalaan ternak dan pembukaan lahan dengan membakar.  Perusakan hutan merupakan masalah yang tidak 

bisa dibiarkan, sebagai solusi diperlukan pemahaman yang menyeluruh tentang faktor-faktor biofisik, ekonomi dan 

sosial (Purnomo and Mendoza 2011).  Sebagaimana degradasi dan deforestasi hutan lindung Remu oleh  

pengambilan galian C berdampak  banjir kota Sorong (Kompas 2020), kerusakan dan penurunan luas hutan lindung 

di Bogor berdampak longsor tahun 2020 (Sidiq 2020), penyusutan hutan lindung Wosi Rendani (HLWR) menjadi 

88,2 ha dari semula 300,6 ha yang berdampak banjir lebih dari satu  kali dalam setahun (Mahmud et al.2021).  . 

HLWR sebagai  hutan lindung hidro-orologis berdasarkan SK.Gubernur Nomor : 118/GIB/1969 tanggal 15 

Agustus 1969 dengan luas 331,78 ha.  Akan tetapi saat ini terus mengalami degradasi dan deforestasi  yang jika terus 
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dibiarkan akan mengancam  fungsi hutan lindung.  HLWR bagian dari DAS Wosi saat ini disinyalir telah banyak 

terjadi alih fungsi sebagai akibat bertambahnya daerah otonomi baru (DOB) sehingga berakibat  musibah banjir 

dan turut mempengaruhi perubahan iklim.      Peningkatan aktivitas antropogenik akan mengancam  hutan  dan 

berdampak pada iklim global karena akan berakibat negatif  terhadap mahluk hidup dan satwa dilindungi  (Soofi et 

al. 2018).  Layanan ekosistem pada hutan disinyalir  turut mempengaruhi  keadaan pola iklim dan perubahan iklim 

dunia.  Apabila ekosistem hutan berubah oleh adanya peningkatan sedimen dan erosi akan mengancam 

ketidaksetabilan sungai yang bisa berdampak banjir.   

Aktivitas manusia sekitar hutan/antropogenik menjadi masalah harus dicarikan solusi oleh stakeholder 

kehutanan dan pemerhati lingkungan karena tindakan dan aktivitas tersebut berdampak perusakan hutan.   

Demikian juga HLWR bagian dari DAS Wosi yang saat ini perlu dilakukan penanganan, karena termasuk DAS yang 

harus dipulihkan.  Dengan melihat kondisi HLWR semakin rusak dan menyebabkan kerusakan hutan maka perlu 

penelitian identifikasi perusakan antropogenik dan dampak terhadap sedimentasi dan erosi, sehingga dapat 

diketahui perubahan penggunaan lahan yang berkontribusi besar terhadap peningkatan erosi dan sedimentasi.  

Metode  

Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan bertempat laboratorium perencanaan manajemen hutan, laboratorium tanah 

fakultas Pertanian Universitas Papua,dan kawasan HLWR (Gambar 1) selama 5 bulan, mulai Juni sampai Oktober 

2021. 

 

 

 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian  

Figure 1. Map of research location  

 

Alat dan bahan  

Penelitian ini menggunakan peralatan seperti seperangkat komputer microsoft office & printer digunakan 

untuk menulis dan  mencetak, menghitung dengan cepat digunakan kalkulator, dokumentasi lapangan digunakan 

kamera, mengeringkan sedimen digunakan oven listrik, sepatu both  digunakan dalam observasi HLWR,  kertas 

filter digunakan untuk menyaring sampel sedimen,  kuisioner digunakan dalam panduan wawancara kepada 

masyarakat.  Peta-peta berikut digunakan untuk memprediksi erosi seperti: peta  kelas kemiringan lereng skala 

1:50.000, peta penutupan lahan skala 1:50.000, peta penggunaan lahan skala 1:50.000 dan peta unit lahan skala 

1:50.000), jenis dokumen di UPT KPHL XII dan alat tulis menulis. Bahan penelitian diperoleh dari stasiun 
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pengamatan arus sungai (SPAS) yang dipasang oleh BPDASHL Remu Ransiki terdiri: debit air, tinggi muka air 

(TMA), sedimen dan curah hujan bulanan.  

Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data melalui pengambilan contoh dengan sengaja dan teknik bola salju.  Penentuan 

contoh dengan sengaja  dengan memilih kepala kampong, kepala  KPH, Staf Polisi Hutan (Polhut), para 

pensiunan pegawai KPH yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan.  Sedangkan teknik bola salju mengikuti 

pola bola salju yang diawali kepala kampung  berlanjut ke narasumber lain untuk memperoleh informasi lebih 

akurat berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang menyebabkan perusakan HLWR berdasarkan pengetahuan, 

pengamatan, dan peristiwa yang terjadi.  Pencarian narasumber pada masyarakat akan berlanjut apabila beberapa 

narasumber memberikan keterangan yang berbeda seperti sebelumnya. Akan tetapi  pencarian pada 

masyarakat/narasumber akan berhenti apabila beberapa narasumber memberikan keterangan yang sama seperti 

sebelumnya dan sesuai dengan maksud penelitian.   

Wawancara  dengan mengadakan tanya jawab tentang sebab, akibat dan masalah yang terjadi aktivitas 

antropogenik yang menyebabkan penurunan dan perusakan hutan.  Dokumentasi dengan mengambil gambar 

aktivitas antropogenik yang menyebabkan perusakan HLWR.  Sementara dampak perusakan  yang menyebabkan 

terjadi sedimentasi dan erosi didasarkan pada sampel lapangan tahun 2016-2019 di lokasi SPAS.  Kadar hasil 

sedimen dalam air diukur dari pengambilan contoh air pada berbagai tinggi muka air (TMA) saat musim 

penghujan.  Debit sedimen (Qs) dalam ton x hari
-1
 dapat dijadikan dalam ton x ha

-1
 x tahun

-1
 dengan membagi nilai 

Qs dengan luas DAS.  Nilai Qs (ton x ha
-1
 x tahun

-1
) dikonversikan menjadi Qs (mm x tahun

-1
)  dengan mengalikan 

dengan berat jenis (BJ) tanah menghasilkan nilai tebal endapan sedimen (TES).   Hasil sedimen dalam aliran air 

dinyatakan dalam besaran laju sedimentasi (mm x tahun
-1
).  Debit sedimen dihitung dengan pengukuran langsung, 

menggunakan persamaan:  

Qs = k x C x Q  

Keterangan :  Qs =debit sedimen (ton x hari
-1 

); k = konstanta (0,0864); C =kadar muatan sedimen (mg x l
-1
) ;    Q= 

debit air (m3 x dt
-1
). 

Erosi  pada HLWR diawali dengan menentukan sifat fisik  dan kimia tanah diambil 5 sampel tanah pada kedalaman 

1 - 30 cm.  Sampel  tanah yang diamati yaitu tekstur, struktur, bahan organik dan  permeabilitas tanah.  Untuk 

menentukan besarnya erosi dengan prediksi dengan menggunakan formula dari Universal Soil Loss Equation 

(USLE) yang dikembangkan oleh Wischmeir & Smith (1978), yaitu  

 A = RxKxLxSxCxP 

 A= Erosi  potensial (Ton x ha
-1
 x tahun

-1
), P = faktor tindakan konservasi tanah, C = faktor pengelolaan tanaman, S = 

faktor kemiringan lereng (%),  L = faktor panjang lereng (m), K = faktor erodibilitas tanah (ton/KJ), R = faktor 

erosivitas hujan (KJ/Ha).  Untuk  indeks erosi (IE) dihitung dengan cara membandingkan erosi potensial (A) pada 

unit lahan dengan kedalaman efektif (solum tanah) pada unit lahan tersebut (T). Nilai T merupakan kriteria baku 

kerusakan tanah lahan kering akibat erosi air berdasarkan tebal/solum tanah sebagaimana rumus berikut: 

          A 

IE = -------  
          T  
Keterangan: IE= indeks erosi,  A=erosi potensial(Ton x ha

-1
 x tahun

-1
), T=erosi toleransi (Ton x ha

-1
 x tahun

-1
) 

Analisis Data 

Analisis data perusakan antropogenik dimulai dari reduksi, penyajian, pengumpulan data atau informasi 

tersusun rapi  dan  verifikasi  untuk diambil sebuah kesimpulan.  Kerusakan yang berdampak terhadap sedimentasi 

dan erosi diawali dengan menentukan skor untuk masing­masing kriteria dan parameter didasarkan pada 

Permenhut No. P.61/Menhut-II/2014.  Masing-masing nilai, bobot, skor dari indikator dan parameter-parameternya 

dievaluasi dan dianalisis.  Dengan menjumlahkan hasil kali nilai dan bobot dari masing-masing parameter akan 

diperoleh hasil akhir tingkat erosi dan sedimentasi.  Tebal endapan sedimen (TES), jk nilai TES < 5 sangat kecil; 5< 

TES ≤ 10 kecil;  10< TES ≤15 sedang;  15< TES ≤20 banyak;  >20 sangat banyak.   Indeks erosi (IE),  jika nilai IE < 0,5 

sangat kecil;  0,5< IE ≤ 1 kecil;  1< IE ≤1,5 sedang ; 1,5< IE ≤ 2,0 banyak;   >2,0 sangat banyak.   
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Hasil dan Pembahasan 

Aktifitas Perusakan Antropogenik 

Degradasi dan deforestasi hutan di Indonesia  terjadi baik pada hutan konservasi, produksi  maupun hutan 

lindung.  Sebagaimana terjadi di  HLWR dari tahun 1991  mengalami perubahan luasan berdasarkan hasil laporan 

Dinas Kehutanan baik melalui survei dan penelitian. Dari hasil penelitian teridentifikasi perusakan antropogenik 

meliputi kegiatan perambahan hutan,  penebangan liar, perladangan berpindah dengan cara membakar, 

pengambilan tanah dan galian C, alih fungsi ke kawasan terbangun  secara ilmiah dapat dipetakan sebagai berikut:  

Perambahan Hutan  

Hutan lindung Wosi Rendani telah ditunjuk oleh Gubernur Irian Jaya   sebagai  hutan lindung hidro-orologis 

tanggal 15 Agustus 1969 dengan luas 331,78 ha.  Awal 1980 pemerintah mendatangkan penduduk dari Jawa, Bali dan 

Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk transmigrasi sehingga tahun 1990-an Papua barat mulai tumbuh dan 

berkembang, berdampak sisi timur HLWR harus dibuka untuk menuju ibu kota Manokwari.  Oleh karena itu sejak 

tahun 1991 sampai 2014 HLWR terus mengalami penyusutan, sekarang tinggal 86,2 ha (Tabel 1).  



Tabel 1. Degredasi dan deforestasi HLWR 

Table 1. Degradation and deforestation of PFWR 
 

 

Tahun    Baik 
 (ha)  

Kerusakan Deskripsi  

(ha) (%) 

1969 

  
  
 1991  
 
  
 2003  
   
 
2008  
 
 
2014  

331,8  
 

  
321,3 

  
  

255,0  
  
  

88,2 
 
 

86,2  

     - 
 
  

10,5 
 
 
76,7 

 
 
243,6 
 
 
245,5   

- 
 
 
3   

 
 
23,1 

 
 
73,3 

 
 

 74 

 
Peta tidak tercermin batas-batas area perumahan, 
pertanian dan  kebun masyarakat dll. 
 
Berdasarkan laporan kegiatan berita acara kebun 
masyarakat hutan 
  
Berdasarkan peta tutupan lahan yang di overlay dengan 
peta hasil tahun 2003 
 
 Berdasarkan hasil penetapan batas oleh Dinas 
Kehutanan Kabupaten Manokwari tahun 2008 
 
Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari 
penelitian 

Sumber: Dinas kehutanan Manokwari ,2014    

Source: Manokwari forestry department ,2014 
 

Berdasarkan Tabel 1 perambahan hutan HLWR  mencapai 245,5 ha, sementara  yang tersisa hanya 86,2 ha.   Dengan 

demikian hanya tersisa 26 persen yang masih berfungsi hutan lindung,  sedangkan  74 persen bukan berfungsi 

hutan lindung, seperti pemukiman, perladangan berpindah, perkantoran, pertanian, dan kawasan terbangun 

lainnya.  Peningkatan perusakan terjadi dari  tahun 2003 sampai 2008 dari 23,1 persen menjadi 73,3 persen, yakni 

terjadi peningkatan sebesar  50,2 persen.  Hal ini menunjukan peningkatan kerusakan drastis HLWR pada tahun 

2008, seiring dengan sembilan tahun  berdirinya Provinsi Papua Barat.   

Seharusnya 86,2 ha pemerintah segera menetapkan hutan lindung tidak dibiarkan berlanjut yang dikuatirkan 

keberadaan HLWR musnah,  karena mengacu  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK 

RI ) No P.24/2020  penyediaan food estate (lumbung pangan) dapat diterapkan di hutan lindung dan produksi.  

Walaupun HLWR masih tersisa 86,2 ha maka masih bisa diperuntukan sebagai hutan lindung, karena ada hutan 

lindung Kethu di Kabupaten Wonogiri  hanya seluas 40 ha dengan  tujuan utama sebagai paru-paru kota.  

Pemberlakuan Permen LHK No P.24/2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan lumbung 

pangan telah membuat gundah para pemerhati lingkungan hidup dan rimbawan, karena penyediaan lumbung 

pangan dapat dilakukan di hutan lindung  juga hutan produksi.  Permen LHK tersebut memasukan hutan lindung, 

bukan areal penggunaan lain dan hutan konversi padahal keduanya memiliki luas 14,8 juta ha  (KLHK, 2015).   

Tentunya ke depan perambahan sumber daya hutan HLWR harus dihindari, jangan sampai melebihi 80 persen 

bahkan sampai habis.  Karena banyak ahli mengukapkan salah satu penyebab banjir bandang di Kota Batu Propinsi 

Jawa Timur akibat tutupan hutan lindung di lereng Gunung Arjuno telah dibabat habis sekitar 90 % (Tempo 2021).   

Seakan-akan pemerintah tidak berdaya untuk mencegah dan memberantas usaha alih fungsi HLWR untuk kegiatan 

bukan kehutanan.  Padahal dalam   UU No. 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 

8 ayat 1 berbunyi Pemerintah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan.  Perusakan hutan lindung 

di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan hutan produksi.  Menurut Badan Planologi (2002) tahun 1997 sampai 

2002 laju perusakan hutan produksi sebesar 5 persen/tahun, sementara hutan lindung lebih tinggi, yakni sebesar 10 

persen/tahun.  Degradasi dan deforestasi pada hutan lindung sedini mungkin harus dihindari, karena memang 

penetapan dan pengukuhan membutuhkan waktu yang panjang mulai dari penelitian, tata batas, orientasi lapangan 

berdasarkan kelerengan, ketinggihan tempat, ancaman bahaya erosi dan intensitas hujan.  Padahal degradasi  dan 

deforestasi pada hutan lindung berdampak buruk seperti di Jawa Barat kerusakan hutan lindung (HL) seluas 23,3 

sampai 33,9 ha/tahun yang berdampak lahan tidak produktif (Ekawati 2010).   Perambahan juga berdampak pula 

tanah bergerak dan longsoran tanah di HL Lematang Pagaralam (Durrohman 2019), longsoran tanah di HL Tahura 

Sibolangit (Supriadi 2001) dan lahan kritis pada DAS Wosi seluas 564,8 ha (BPDASHL Remu Ransiki 2019) 

sebagaimana pada gambar 2.   
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    Gambar 2. Lahan kritis pada kawasan HLWR 

     Figure 2. Critical land in the PFWR area 

Bagaimana tidak terjadi longsor jika hutan lindung dengan kelerengan curam/ sangat curam dan intensitas 

hujan sangat tinggi yang tadinya penuh dengan vegetasi, akan tetapi pohon dibabat habis baik untuk pertanian dan 

pemukiman.  Sementara itu kawasan pertanian pada  kelereangan curam/ sangat curam jika terjadi hujan air 

dengan mudah mengikis tanah, karena tipe daun yang berbeda dengan tanaman kehutanan dan setelah panen 

biasanya lahan kosong dari vegetasi.  Lahan  kosong/lahan bera tidak ada yang mengikat tanah, air hujan yang 

tadinya meresap menjadi aliran permukaan dan aliran permukaan semakin besar akan timbul erosi alur/parit yang 

akan memperbesar partikel tanah untuk berpindah dalam jumlah besar (longsor).   

Penebangan Liar 

Masyarakat yang  mengambil kayu dari HLWR, kayu digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti: kayu 

bakar, bahan bangunan dan pertukangan.    Perambahan dan penebangan liar di HLWR  bekerjasama masyarakat 

asli Papua dengan pengusaha kayu agar memudahkan dan penyelesaian jika timbul sengketa.   Apabila dikemudian 

hari ada patroli dari Polisi Kehutanan, masyarakat ini menjadi tameng hidup untuk menegosiasi dan melawan agar 

penebangan tidak terjerat hukum.  Padahal penebangan pohon pada kawasan hutan hanya diperbolehkan jika 

memperoleh izin khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana UU No. 18/2013 tentang 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasal 13 ayat 1  yang berbunyi    penebangan pohon yang 

dilakukan dalam kawasan hutan dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat 

dihindari dengan mendapat izin khusus dari menteri.  

Apalagi HLWR sampai 53 tahun berlalu masih berstatus penunjukan oleh Gubernur tidak ditindaklanjuti 

penetapan oleh menteri yang terkait.  Padahal jika HLWR berstatus hutan lindung tetap oleh Kementerian 

Kehutanan/ Pertanian, maka tidak boleh  mengambil kayu di hutan lindung.  Pemanfaatan hutan lindung  mengacu 

UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menguraikan bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada 

pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan.   Untuk  

pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemanfaatkan potensi area tanpa merusak kawasan hutan lindung seperti: 

perdagangan karbon, pemanfaatan air, ekowisata dan wisata olah raga tantangan.  Bentuk-bentuk pemanfaatan ini 

ditujukan untuk meningkatkan peningkatan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan 

lindung, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.    

Menurut Kuemmerle et al. (2009) areal hutan dekat kantor kehutanan atau pemukiman lebih aman dari upaya 

penebangan liar dibandingkan  daerah terpencil.  Daerah terpencil apabila ada penebangan liar suara mesin gergaji 

tidak didengar dan susah dijangkau oleh petugas keamanan, sedangkan dekat pemukiman dan kantor biasaya 

petugas keamanan selalu patroli.  Penebangan liar pada kawasan hutan akan dijerat dengan UU No. 18/2013 tentang 

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.   Ketentuan pidana bagi perseorangan/ perusahaan mengacu 

Pasal 82 dalam Undang-Undang tersebut, bagi perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon 

dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan/ tidak syah dipidana dengan penjara paling 

singkat  satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit  500 juta rupiah dan paling banyak 
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2.500 juta rupiah.  Selanjutnya hukuman penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta hukuman 

denda paling sedikit 5 milyar rupiah dan paling banyak 15 milyar rupiah bagi perusahaan yang melanggar.  

Perladangan berpindah dengan cara membakar 

Adat istiadat/ budaya perladangan berpindah dengan membakar  telah menjadi tradisi turun temurun yang 

dianut oleh masyarakat di Tanah Papua (Gambar  3).  Padahal kalau tidak dibakar serasah  yang berasal dari bunga, 

buah, ranting, cabang dan batang  akan mengurangi aliran permukaan saat intensitas hujan tinggi.   Menurut 

Masnang et al. (2014) jika terjadi penurunan serasah atau material lain, maka saat terjadi hujan  aliran permukaan 

dan sedimen akan terjadi peningkatan.   Hasil wawancara mengungkapan semua responden  mengatakan bahwa 

kegiatan perladangan berpindah dengan membakar terjadi hampir seluruh tanah di HLWR dan menjadi budaya 

yang diturunkan oleh nenek moyang sampai sekarang.   Menurut Ataribaba et al.(2020) perladangan berpindah 

merupakan kearifan tradisional untuk menjaga ketahanan pangan lokal yang sudah melembaga dan membudaya 

pada suku-suku di Papua.   

  

Gambar 3. Lahan bekas bakar yang siap untuk           
diolah 

Figure 3.Burnt used land ready to be processed 
 

Gambar 4. Lahan bera dan tanaman Jagung 
Figure 4.Bera land and corn plant 

Shifting cultivation dengan membakar tidak semata-mata kembali ke lahan yang telah dan sedang ditinggalkan 

tetapi berpindah dari lahan  yang baru dengan cara membuka hutan.   Mereka meyakini dengan membakar dan 

berpindah-pindah tanaman lebih subur walaupun tidak dipupuk.  Memang masyarakat asli Papua tidak mengenal 

pupuk dalam setiap bercocok tanam.   Beberapa masyarakat mempunyai anggapan/ indikator jika tumbuh 

tumbuhan tertentu maka bisa berpindah ke lahan yang dulu ditinggalkan/lahan bera (Gambar 4).   Berdasarkan 

Gambar 4 nampak tanaman jagung, sedangkan disampingnya   terdapat lahan bera yang ditumbuhi rumput dan 

semak belukar.  Dampak dari pengetahuan yang rendah terhadap manfaat hutan lindung  mendorong petani untuk 

melakukan perluasan dengan terus berpindah dari lahan/hutan yang lain.  Mereka tidak menyadari perladangan 

berpindah berdampak perluasan lahan bera dan lahan kritis.  Menurut Dako et al. (2019) perambahan liar hutan 

lindung untuk perladangan memberikan dampak  seperti lahan kritis seluas 138,9 ha di Provinsi NTT.  

Pembukaan lahan baru yang berasal dari hutan dengan cara ditebang  dan dibakar sudah lama dilakukan dan 

merupakan warisan dari generasi terdahulu (gambar 5).   Dari gambar 5 memperlihatkan  terdapat abu cukup tipis 

(tampak permukaan tanah agak hitam) dari sisa pembakaran serasah baik yang berasah dari sisa tegakkan maupun 

semak belukar.  Serasah, ranting, cabang, dahan dan batang  yang terbakar dan abu yang ditinggalkan dari sisa 

pembakaran, sangat dipercaya bisa membantu tingkat kesuburan tanah dan hasil pertanian.   Akan tetapi karena 

lahan terletak pada kelerengan sampai 40 % abu terlihat semakin hilang dari pemukaan tanah akibat erosi dan 

aliran pemukaan tanah (Gambar 6). Dari gambar tersebut nampak tumbuh anakan tanaman, batang-batang 

berserakan dan tunggak kayu masih berdiri kokoh.  Biasanya setelah pembakaran dan turun hujan dilakukan 

penanaman sayur-sayuran dan umbi-umbian  seperti jagung, labu, betatas, singkong, keladi, kacang panjang, 

kacang tanah dan jenis tanaman yang cocok sekitar kawasan HLWR. Jenis tanaman ini mirip oleh peladang 



berpindah suku  Wemale di Ambon,  dengan jenis tanaman pisang, umbi-umbian, sayuran, cabai dan tomat untuk 

dapat dijual ke pasar agar dapat menghasilkan uang bagi kebutuhan pendidikan anak (Matinahoru 2013).  Padahal 

jika hutan lindung beralih fungsi menjadi lahan pertanian berpotensi menjadi longsor dan menjadi faktor banjir 

bandang sebagaimana banjir bandang di Malang.  Menurut Tempo (2021) berubah fungsi hutan lindung (lokasi 

curam dan kemiringan tajam) menjadi lahan pertanian dengan komoditas hortikultura seperti: kentang, daun 

bawang, kol, dan wortel yang berlangsung beberapa tahun diduga menjadi penyebab banjir bandang di Kota Batu. 

  

Gambar 5. Hutan ditebang  dengan cara dibakar 
untuk buka lahan baru 

Figure 5. Forests are cut down by burning to open 
new land 

Gambar 6. Batang, cabang  nampak berserakan dan 
lahan kosong dari rumput 

 Figure 6.  Stem, branches appear scattered and the land 
is empty of litter 

 
Pengambilan galian C dan tanah  

Dampak pengambilan tanah dan galian C  daerah resapan air menjadi hilang sehingga meningkatkan risiko 

bencana longsor dan banjir.  Saat hujan air cenderung menjadi limpasan permukaan, mengingat tidak ada vegetasi 

dan serasah yang menghalangi air.  Air akan mengalir mengikuti permukaan tanah yang lebih rendah, mungkin 

akan menyatu, mengikis tanah dan aliran semakin besar.  Potensi longsor akan semakin besar karena lahan semakin 

curam sebagai dampak penggalian tanah pada lahan yang agak miring, sehingga lahan yang ditinggalkan semakin 

curam (Gambar 7) 

   

Gambar 7. Pengambilan galian C dan sebagian 
lahan telah menjadi datar 

     Figure 7. Excavation C and part of the land has 
become flat 

Gambar 8. Pengambilan tanah dan permukaan 
tanah dibuat seperti tangga 

  Figure 8. Soil Excavation and the     ground   surface is 
made like a ladder 

 

Dari gambar 8 menunjukan  bekas galian telah ditinggalkan, lahan menjadi sangat curam dan sementara bagian 

bawah menjadi datar.   Jika hujan intensitas tinggi lahan dengan posisi sangat curam, maka sangat berpotensi 

longsor karena saat hujan lahan yang sangat curam beban sangat berat dan tidak seperti biasanya.  Biasanya lahan 

tersebut ada penahan galian C/ galian batuan, mengingat lahan bagian bawah dikeruk/dipotong untuk diambil 

maka lahan yang ditinggalkan semakin curam.   Menurut Hardiyatmo (2012)  semakin curam lahan kekuatan 

menahan tanah semakin kecil, padahal beban tanah tetap.   Apabila beban tanah semakin besar akibat air masuk 



kedalam tanah yang berasal dari curah hujan tinggi, maka beban tanah semakin besar. Padahal kekuatan lahan 

bagian kelerengan curam relatif sama, baik terdapat air maupun tidak.  Dengan demikian permukaan tanah yang 

digali untuk dibuat semakin curam potensi longsor akan semakin besar.   

Selain menimbulkan longsor maka ancaman yang tidak kalah penting yaitu banjir.  Dengan adanya galian 

tanah, penggalian batuan dan  pengerukan tanah maka saluran-saluran air berpindah dan mungkin akan menyatu 

dengan aliran lain.  Apabila aliran semakin besar dan melebihi daya tampung sungai maka banjir tidak terelakan.  

Demikian juga apabila terjadi longsoran alami yang menutupi atau membendung  saluran air/sungai, maka akan 

terbentuk bendung air alami.    Suatu saat bendung air alami jebol (mengingat bendung sangat rapuh) maka banjir 

ataupun banjir bandang akan terjadi.  Sementara itu berdasarkan Gambar 8 sebagian tanah telah diambil/dikeruk 

sehingga nampak permukaan tanah dibuat seperti tangga.  Menurut Hardiyatmo (2012) upaya mengambil 

permukaan lahan dengan penggalian tanah  menyebabkan lahan semakin curam dan tinggi lereng bertambah yang 

berpotensi longsor.    

Alih fungsi ke  kawasan terbangun 

Saat ditunjuk tahun 1969 HLWR sebagai hutan lindung hidro-orologis, kawasan hutan masih sangat lebat 

ditumbuhi beraneka tumbuhan,banyak mata air jernih dan habitat satwa endemik seperti burung Cenderawasih.  

Akan tetapi mulai tahun 1991, telah terjadi penyusutan dan penggusuran yang ditandai pemindahan dan 

pencabutan Pal Batas (Tabel 2).   

Tabel 2. Kondisi Pal Batas HLWR 

Table 2. PFWR Boundary Pal Condition 
 

Lokasi  Pal batas Hilang Baik Keterangan 

Jalan baru Wosi Rendani HL/26−HL/58  

 

29 4 Pemindahan Pal batas 

 
Mako Brimob HL/59−HL/62  

 

- 4  

Kali dingin HL/63−HL/84  

 

4 18 Pemindahan Pal batas 

 
Sebelah barat HLWR HL/1−HL/25  

 

21 4 Pencabutan Pal 

Sekitar Rendani HL/85−HL/119 - 35 
 

 

Total  54 (45 %) 65 (55%)  
Sumber: Dinas Kehutanan Manokwari, 2014 
Source: Manokwari Forest Department,2014 
Keterangan:HL= Hutan lindung 
Remaks: PF=Protected forest 

 

Berdasarkan Tabel 2 masih terdapat 55 persen pal batas dalam kondisi baik, sedangkan 45 persen kondisi 

rusak(hilang) yang mana pal batas hanya terbuat dari kayu maka cepat lapuk, mudah dipindahkan dan dicabut.  Hal 

inilah yang menyebabkan pal batas hutan lindung menjadi kabur, tidak jelas dan tidak mudah diketahui   Setelah 

tidak diketahui tanda batas/ batas kabur mulailah penebangan liar oleh masyarakat asli Papua yang bekerjasama 

dengan pengusaha non-Papua. Tidak hanya penebangan liar mereka juga membuka lahan dengan membakar untuk 

bercocok tanam.  Untuk menjaga agar lahan dan tanaman tidak diganggu hewan liar mereka membuat 

pondok/gubuk.     Pondok/gubuk selanjutnya diperbesar menjadi pemukiman dan perumahan  dengan mengajak 

saudara, teman terdekat untuk bergabung agar lebih nyaman.   Apalagi selama ini tidak ada teguran dari yang 

berwajib misalnya Polisi Kehutanan/Dinas Kehutanan, maka pemukiman semakin tumbuh dan perladangan 

berpindah dengan cara membakar semakin marak.   Akhirnya  pemukiman/ kawasan terbangun semakin banyak 

dan besar sehingga tahun 2014 HLWR tinggal 86,2 ha.  Kawasan terbangun saat ini seperti komplek perumahan 

Polda, kampung Soribo,  kampung  Tanah Merah Indah, komplek Mako Brimob, komplek perumahan Sulawesi dan 

Buton. 



 

               Gambar 9. Kawasan terbangun di HLWR 

               Figure 9. Built area in PFWR 

         

 

Seharusnya alih fungsi dan perubahan penggunaan lahan pada hutan lindung sedini mungkin harus dihindari, 

karena bisa menimbulkan banjir bahkan banjir bandang.  Menurut Kompas (2021)  perubahan tata guna lahan dan 

kawasan terbangun yang meningkat di daerah tebing/kawasan curam akan  menyumbang potensi banjir di wilayah 

bawahnya seperti daerah hilir.  HLWR yang berdekatan dengan jalan provinsi/protokol yang menghubungkan 3 

kabupaten pemekaran membuat incaran untuk dijadikan pemukiman, tempat usaha dan kawasan terbangun 

lainnya (Gambar 9).   Menurut Narindrani (2018) aktifitas perambahan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil 

hutan memberikan dampak terhadap lingkungan.  Perambahan hutan pada kawasan hutan lindung sedini mungkin 

harus dicegah, dengan sosialisasi baik melalui penyuluhan dan pemasangan papan larangan.   Upaya pemerintah 

melalui  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Polri dan TNI angkatan laut untuk 

mengatasi perambahan hutan telah dibentuk tim penanggulangan peredaran hasil hutan tidak syah, penebangan 

liar dan menggalakan operasi wanalaga & wahana bahari untuk menangkal pembalakan liar.  Agar pembalakan liar 

berkurang pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan 

kayu secara tidak syah di kawasan hutan dan peredarannya di Indonesia bertujuan untuk menangani pembalakan 

liar.   

Dampak pembalakan liar terhadap sedimentasi dan erosi 

Sedimen 

Setelah 53 tahun berlalu aktifitas antropogenik perusakan  HLWR mulai terasa, bahwa  hutan lindung Wosi 

Rendani bagian dari DAS Wosi masuk kategori DAS yang harus dipulihkan/rusak.  Menurut Mahmud et al. (2021) 

daya dukung DAS  Wosi berkategori buruk  dan sangat buruk yang dikategorikan  sebagai DAS yang harus 

dipulihkan.   Begitu juga DAS Wosi merupakan salah satu dari tujuh DAS yang  harus dipulihkan berada dalam ibu 

kota Provinsi Papua Barat (BPDASHL Remu Ransiki. 2016).   Sedimen menjadi salah satu kriteria dan indikator 

dalam menilai daya dukung DAS, adapun sedimen empat tahun tertera Tabel 3.    

Tabel 3. Hasil sedimen 2016 sampai 2020 pada HLWR 

Table 3. Sediment yiels 2016 to 2020 at PFWR 

Tahun        
Hasil sedimen (ton x 

ha
-1
 x tahun

-1
) 

Hasil sedimen  

(mm x tahun
-1
) 

    Skor 
                          

Kategori 

2016 247,6 17,6 1,5 tinggi 

2017 223,6 15,9 1,25 tinggi 

2018 347,5 24,8 1.5 sangat tinggi 

2019 

2020 

398,3 

397,2 

37,0 

36,8 

1,5 

1,5 

sangat tinggi 

sangat tinggi 

 



 

Berdasarkan Tabel 3 dalam 5 tahun mulai tahun 2016 sampai 2020 terjadi peningkatan  sedimen dari tinggi 

menjadi sangat tinggi (15,9 - 37,0 mm/tahun).   Peningkatan ini sangat beralasan karena HLWR yang memiliki 

kelerengan sangat curam telah beralih menjadi kawasan terbangun seperti: pemukiman, perkantoran, jalan, 

perladang berpindah dengan membakar.  Perubahan penggunaan lahan oleh aktifitas antropogenik  untuk 

pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah akan mengakibatkan terjadinya erosi dan sedimentasi  

(Wahyudien et al .2018).   Seharusnya alih fungsi HLWR tidak dilakukan, karena telah sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manokwari sebagai kawasan lindung.   Menurut Permatasari et al. (2017) 

perubahan penggunaan lahan yang ditetapkan berdasarkan RTRW dapat lebih memperbaiki tata air DAS, baik dari 

segi kualitas (menurunkan sedimentasi) dan kuantitas (aliran debit sungai lebih  sabil).   Tata guna lahan yang 

sesuai peruntukan  memiliki hubungan terhadap aliran air sepanjang tahun, kualitas air dan daya dukung DAS. 

Erosi  

HLWR yang berdekatan dengan ibu kota Provinsi Papua barat menjadi masalah cukup serius oleh aktifitas 

antropogenik baik oleh masyarakat asli Papua maupun bukan Papua.   Setelah separuh  abad berlalu selain 

berdampak pada sedimen, tentu akan berdampak terhadap erosi.  Mengingat banyak sekali aktifitas antropogenik 

seperti perambahan hutan,  penebangan liar, perladangan berpindah dengan cara membakar, pengambilan galian C 

& tanah, alih fungsi ke kawasan terbangun.   Dari hasil penelitian diperoleh  erosi pada HLWR yang disajikan dalam 

Tabel 4. 

Tabel 4. Indeks erosi  pada tahun 2016 sampai 2020  

Table 4. Erosion index (IE) 2016-2020 on Wosi Watershed 

Tahun  

A 
( Ton x Ha

-1 
x 

Tahun
-1

) 
 

T 
(Ton x Ha

-1 
x 

Tahun
-1

) 
 

IE 
(%) 

Skor 
 

Penilaian 

2016 50,3 143,4 35,0 1,5 sangat tinggi 

2017 49,1 158 31,1 1,5 sangat tinggi 

2018 71,8 181 39,7 1,5 sangat tinggi 

2019 
2020 

72,9 
71,6 

184 
180,2 

39,6 
39,7 

1,5 
1,5 

sangat tinggi 
sangat tinggi 

 

 

Dari Tabel 4 menunjukan selama 5 tahun indeks erosi   sebesar 31,1 - 39,7 persen berkategori sangat tinggi.   

Indeks erosi digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan pengelolaan unit lahan yang 

bersangkutan.   Peningkatan erosi menjadi menjadi bukti telah terjadi  alih fungsi lahan yang memicu terjadinya 

peningkatan kerusakan hutan yang berimbas pada tingginya laju erosi (Apriliyana, 2015).  Menurut Yuferev et al. 

(2019)  erosi  menyebabkan tanah menjadi rusak dan kehilangan kesuburan tanah.  Unit lahan yang memiliki nilai 

erosi yang besar dengan ketebalan solum tanah tipis akan lebih rentan daripada unit lahan yang memiliki ketebalan 

solum tanah yang lebih tebal.   Alih fungsi dari hutan ke bukan hutan seperti perkantoran, pemukiman dan 

pembukaan hutan menjadi lahan baru dengan cara membakar pada kawasan curam  diduga meningkatkan erosi.   

Peningkatan erosi mengindikasikan perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya tegakan hutan mengalami 

penurunan, sebaliknya kawasan  terbangun dan lahan pertanian tanpa penerapan konservasi tanah mengalami 

peningkatan.  Hutan memberikan kontribusi pada terjadinya erosi lebih kecil dibandingkan dengan ladang, tegalan, 

pemukiman dan semak belukar (Buton et al. 2016).  Padahal dengan berkurangnya daerah resapan apabila terdapat 

curah hujan tinggi akan meningkatkan erosi dan longsor sebagaimana menurut Kompas (2021) curah hujan cukup 

tinggi  menyebabkan banyak sekali erosi, tanah longsor, batu dan kayu-kayu yang ikut hanyut terbawa air  

diperparah dengan kondisi tangkapan air yang terbuka.  

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diperoleh aktivitas antropogenik yang menyebabkan degradasi dan deforestasi hutan pada 

kawasan HLWR meliputi perambahan hutan,  penebangan liar, perladangan berpindah dengan cara membakar, 

pengambilan galian C & tanah dan alih fungsi ke kawasan terbangun.  Aktivitas antropogenik  berdampak terhadap 
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mengingat setiap aktifitas antropogenik tsb 
memiliki kadar yang tentunya berbeda-beda 
sehingga dapatkah di identifikasi aktifitas 
antropogenik mana yg memberikan pengaruh 
paling signifikan terhadap penurunan kualitas 
lingkungan di HLWR ? 
 
ataukah kelemahan studi (?) 

Comment [27]: menjadi 

Comment [28]: baru diduga (?) --> artinya 
erosi yang tinggi di HLWR belum bisa 
dipastikan akibat dari alih fungsi lahan hutan ke 
non-hutan (?) 



sedimen mulai  tahun 2016 sampai 2020 terjadi peningkatan  dari tinggi menjadi sangat tinggi (15,9 - 37,0 mm x 

tahun
-1
)   dan  indeks erosi   sebesar 31,1 sampai 39,7 berkategori sangat tinggi.  Peningkatan ini sangat beralasan 

karena HLWR yang memiliki kelerengan curam sampai sangat curam, jenis tanah podsolik merah kuning dan 

intensitas hujan cukup tinggi  telah ditunjuk sebagai hutan lindung, akan tetapi telah terjadi perusakan sekarang 

tersisa 86,2 ha.   Kerusakan tersebut menyebabkan luasan HLWR terus menyusut yang jika tidak segera dikelola 

dengan baik dikhawatirkan akan terus mengalami peningkatan hasil sedimen dan erosi.  
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1.  Judul artikel tetap, menggunakan kata dampak, karena artikel ini berkaitan terhadap 
beberapa aktifitas msyarakat hutan yangberdampak pada sedimen dan erosi.  Bukan 
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pengaruh aktifitas msyarakat hutan terhadap sedimen dan erosi. 

 

2.  Abstrak telah disesuaikan dan mengikuti arahan  reviewer, deskriftif  diganti survai. 

Narasumber dihilangkan 

1 

3.  Menyedihkan diganti dengan perubahan iklim, banjir dan bahkan banjir bandang   2 

4.  Sumber data telah ditambahkan tidak hanya primer tapi juga sekunder 4 

5.  Manuskrip sesuai dengan panduan JITL  

6.  Teknik bola salju telah diperjelas 5 

7.  Pengumpulan data ditambahkan survay 5 

8.  Setiap rumus telah mengikuti arahan reviewer dan mencantumkan nomor 5,6 

9.  Kriteria dan parameter Permenhut No. P.61/Menhut-II/2014 meliputi : koefisien 
rezim aliran, koefisien aliran tahunan ,muatan sedimen ,indeks erosi  ,banjir, 
penggunaan air, persentase penutupan vegetasi ,tingkat kesejateraan penduduk 
,keberadaan dan penegakan aturan ,klasifikasi kota.  Sementara itu dalam 
penelitian ini hanya dibatasi pada muatan sedimen  dan indeks erosi.  Masing-
masing nilai dari kriteria dan parameter dianalisis unruk menentukan kelas, 
sehingga diperoleh hasil akhir tingkat erosi dan sedimentasi 
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10.  Kriteria erosi dan sedimentasi telah dibuat dalam tabel 7 

11.  Tidak ada data setelah 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan 8 
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13.  Proses alih fungsi lahan dari hutan menjadi permukiman, perkantoran, ladang, dll 
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kalimat..… Aktifitas antropogenik diawali usahatani masyarakat Papua  membuka 
lahan dengan berpindah-pindah/   
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14.  Artikel penelitian ini tidak menjelaskan pengaruh satu persatu aktifitas 
antropogenik tetapi, sejauh mana damapak   aktifitas antropogenik  terhadap 

erosi dan sedimentasi 
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arahan reviewer 
16 

 

Manokwari, 20-1-2023 

Penulis  

 

 

 

Dr.Mahmud, S.Hut.,M.Sc 

 

 

 


